
Mengingat 

a. bahwa Dusun yang karena perkembangan 
masyarakatnya dan untuk meningkatkan kelancaran 
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan 
serta memberikan kemudahan pelayanan kepada 
masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dapat 
dilakukan pembentukan, penggabungan, dan 
penghapusan Dusun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan, Penggabungan, dan 
Penghapusan Dusun; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 
Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara: Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR l03 TAHUN 2017 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

SALIN AN 

- . ... 

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 103 TAHUN 2017 

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a D usun  yang k a ren a  perkem bangan
m asyaraka tnya  dan  u n tu k  m en ingkatkan  ke lancaran  
penyelenggaraan P em erin tahan  dan  pem bangunan  
se rta  m em berikan  k em u d ah an  pelayanan  kepada 
m asyarakat, m aka a ta s  p rak a rsa  m asy arak a t d ap a t 
d ilakukan  pem ben tukan , penggabungan , dan  
p en g h ap u san  D usun;

b. bahw a be rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f a, perlu  m ene tapkan  P era tu ran  
B upati ten tang  Pem bentukan , Penggabungan, dan  
P enghapusan  D usun;

M engingat : 1. U ndang-U ndang  Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em bentukan  D aerah -d aerah  K abupaten  dalam  
L ingkungan Provinsi Ja w a  Tengah;

2. U ndang-U ndang  Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  
P em ben tukan  P era tu ran  P e ru n d an g -u n d an g an  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 
Nomor 82, T am bahan  L em baran N egara Republik 
Indonesia
Nomor 5234);

3. U ndang-U ndang  Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  Desa 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 
Nomor 7, T am bahan  L em baran N egara Republik 
Indonesia
Nomor 5495);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587), 
sebagaim ana telah  d iubah  beberapa  kali te rakh ir 
dengan  U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  
P eru b ah an  K edua a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 
T ahun  2014 ten tang  P em erin tahan  D aerah  (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 
Nomor 58, T am bahan  L em baran N egara Republik 
Indonesia  Nomor 5579);



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh Camat. 
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten 

Karanganyar. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN. 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 36); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 38); 

Menetapkan M enetapkan

5. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 43 T ahun  2014 ten tang  
P e ra tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 
T ah u n  2014 ten tang  D esa (Lem baran N egara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan  
L em baran  Negara Republik Indonesia  Nomor 5539), 
sebagaim ana telah  d iubah  dengan  P e ra tu ran  
P em erin tah  Nomor 47 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  
a ta s  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 
ten tan g  P era tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang 
Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  D esa (Lem baran Negara 
R epublik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 157, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717);

6. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 11 
T ahun  2015 ten tang  Lem baga K em asyarakatan  Desa 
(Lem baran D aerah  K abupaten  K aranganyar T ahun  
2015 Nomor 11, T am bahan  Lem baran D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 36);

7. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 13 
T ahun  2015 ten tang  P ena taan  D esa (Lem baran D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2015 Nomor 13, 
T am bahan  L em baran D aerah K abupaten  K aranganyar 
Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan  :
1. P em erin tahan  D aerah adalah  penyelenggaraan  u ru sa n  

P em erin tahan  oleh Pem erin tah  D aerah  d an  Dewan 
Perw akilan Rakyat D aerah yang m enyelenggarakan 
u ru s a n  Pem erin tahan  m en u ru t a sa s  otonom i dan  
tu g as p em b an tu an  dengan p rinsip  otonom i seluas- 
lu asn y a  dalam  sistem  dan  p rin sip  N egara K esatuan  
R epublik Indonesia  sebagaim ana d im aksud  dalam  
U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia 
T ahun  1945.

2. Pem erintah D aerah adalah  kepala  D aerah  sebagai 
u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  D aerah  yang 
m em im pin p e lak san aan  u ru s a n  P em erin tahan  yang 
m enjadi kew enangan daerah  otonom.

3. D aerah  ada lah  K abupaten  K aranganyar.
4. B upati adalah  B upati K aranganyar.
5. K ecam atan adalah  bagian wilayah dari D aerah  yang 

dipim pin oleh Cam at.
6. C am at adalah  C am at di w ilayah K abupaten 

K aranganyar.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul,. dan/ atau_ hak 
tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa se bagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten 
Karanganyar. 

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang­ 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama BPD. 

16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan 
Pemerintahan Desa. 

1 7. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang 
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai 
satuan tugas kewilayahan. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

19. Penataan Dusun adalah tindakan membentuk ' menghapus, menggabung, dan menetapkan Dusun. 
20. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan 

Dusun baru di luar Dusun yang ada. 
21. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan 

Dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi 
persyaratan. 

7. D esa ada lah  k esa tu an  m asy arak a t h u k u m  yang 
m em iliki b a ta s  w ilayah yang berw enang u n tu k  
m enga tu r dan  m engurus u ru sa n  Pem erin tahan , 
kepen tingan  m asyarakat se tem pat b e rd asa rk an  
p ra k a rsa  m asyarakat, h ak  asa l u su l, d a n /a ta u  hak  
trad isional yang diakui dan  d ihorm ati dalam  sistem  
P em erin tahan  Negara K esatuan  Republik Indonesia.

8. P em erin tahan  D esa ada lah  penyelenggaraan  u ru sa n  
P em erin tahan  dan  kepentingan  m asy arak a t se tem pat 
dalam  sistem  P em erin tahan  Negara K esatuan  Republik 
Indonesia.

9. Pem erin tah  D esa adalah  Kepala D esa d iban tu  
P erangkat D esa sebagai u n s u r  penyelenggara 
P em erin tahan  Desa.

10. Kepala D esa adalah  pejabat Pem erin tah  D esa yang 
m em punyai wewenang, tugas, d an  kew ajiban u n tu k  
m enyelenggarakan ru m ah  tangga D esanya dan  
m elak san ak an  tugas dari Pem erin tah  d an  Pem erintah 
D aerah.

11. Perangkat D esa ada lah  u n s u r  s ta f  yang m em bantu  
Kepala D esa dalam  p en y u su n an  keb ijakan  dan  
koordinasi yang diw adahi dalam  S ek re ta ria t Desa, dan  
u n s u r  pendukung  tugas Kepala D esa dalam  
p e lak san aan  kebijakan yang diw adahi dalam  ben tu k  
p e lak san a  tekn is dan  u n s u r  kew ilayahan.

12. Kepala D esa ada lah  Kepala D esa di K abupaten  
K aranganyar.

13. B adan  Perm usyaw aratan  D esa yang selan ju tnya  
d isingkat BPD adalah  lem baga yang m elaksanakan  
fungsi pem erin tahan  yang anggotanya m erupakan  
wakil dari p enduduk  D esa b e rd asa rk an  keterw akilan 
w ilayah dan  d ite tapkan  secara  dem okratis.

14. M usyaw arah D esa adalah  m usyaw arah  a n ta ra  BPD, 
Pem erin tah  Desa, dan  u n s u r  m asy arak a t yang 
d iselenggarakan oleh BPD u n tu k  m enyepakati hal 
yang bersifat strategis.

15. P e ra tu ran  D esa adalah  P e ra tu ran  Perundang- 
u n d a n g an  yang d ite tapkan  oleh Kepala D esa setelah 
d ib ah as dan  d isepakati b ersam a BPD.

16. D u su n  ada lah  bagian w ilayah dalam  D esa yang 
m eru p ak an  lingkungan kerja  p e laksanaan  
P em erin tahan  Desa.

17. Kepala D usun  adalah  p e lak san a  kew ilayahan yang 
m eru p ak an  u n s u r  pem ban tu  Kepala D esa sebagai 
sa tu a n  tugas kew ilayahan.

18. A nggaran P endapatan  dan  B elanja D esa yang 
se lan ju tnya  d isingkat APBDesa ad a lah  rencana  
keu an g an  ta h u n a n  Pem erin tahan  Desa.

19. P en a taan  D usun  adalah  tin d ak an  m em bentuk, 
m enghapus, m enggabung, dan  m ene tapkan  D usun .

20. P em ben tukan  D usun  adalah  tin d ak an  m engadakan  
D u su n  b a ru  di lu a r D usun  yang ada.

21. P enghapusan  D usun  adalah  tin d ak an  m en iadakan  
D u su n  yang ada  sebagai ak iba t tidak  lagi m em enuhi 
persyara tan .



Pasal 4 
Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. setiap Dusun terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RW, 

setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan 
setiap RT terdiri paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala 
Keluarga; 

b. faktor kemampuan keuangan Desa; 

Bagian Kedua 
Syarat-syarat Pembentukan Dusun 

Pasal 3 
Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara 
berdaya guna dan berhasil guna, serta memberi 
kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pembentukan Dusun 

BAB III 
PEMBENTUKAN DUSUN 

Pasal 2 
(1) Jumlah Dusun ditentukan secara proporsional 

an tara pelaksana kewilayahan yang di bu tuhkan dan 
kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan 
luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah 
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. 

(2) Dalam wilayah Dusun dapat dibentuk RW dan RT, 
yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang 
dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT. 

(3) Pembentukan RW dan RT dilakukan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB II 
PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN 

22. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) 
Dusun atau lebih menjadi Dusun baru. 

23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah 
Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari 
beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan 
kegiatan RT. 

24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 
Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga 
setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai­ 
nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, 
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan 
kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan. 

24. Hari adalah hari kerja. 

22. Penggabungan D usun  adalah  p en y a tu an  2 (dua) 
D u su n  a ta u  lebih m enjadi D u su n  baru .

23. R ukun  W arga yang se lan ju tnya  d isingkat RW adalah  
Lem baga K em asyarakatan  yang  d ib en tu k  dari 
beberapa  RT dalam  rangka  m engkoordinasikan  
keg iatan  RT.

24. R ukun  Tetangga yang se lan ju tnya  d isingkat RT adalah  
Lem baga K em asyarakatan  yang d iben tuk  w arga 
se tem pat u n tu k  m em elihara d an  m elestarikan  nilai- 
nilai keh idupan  yang b e rd asa rk an  kegotongroyongan, 
kekeluargaan  se rta  u n tu k  m em b an tu  m en ingkatkan  
k e lan caran  tugas Pem erin tah , pem bangunan , dan  
kem asy arak a tan  di Desa, m en ingkatkan  peran  serta  
m asy arak a t dalam  pem bangunan .

24. Hari adalah  hari kerja.

BAB II
PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN 

Pasal 2
(1) Ju m la h  D usun  d iten tu k an  secara  proporsional 

a n ta ra  pe laksana  kew ilayahan yang d ib u tu h k a n  dan  
kem am puan  keuangan  desa, se rta  m em perhatikan  
lu as  wilayah kerja, k arak teristik , geografis, ju m lah  
pend u d u k , se rta  sa ra n a  p ra sa ra n a  penun jang  tugas.

(2) D alam  wilayah D usun  d ap a t d ib en tu k  RW d an  RT, 
yang m eru p ak an  bagian w ilayah kerja  D u su n  yang 
dipim pin oleh K etua RW dan  K etua RT.

(3) P em ben tukan  RW dan  RT d ilakukan  sesuai 
k e te n tu an  P era tu ran  P erundang-undangan .

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN 

Bagian K esatu
T ujuan  P em ben tukan  D usun  

Pasal 3
P em ben tukan  D u su n  b e rtu ju an  u n tu k  m eningkatkan  
k em am puan  penyelenggaraan P em erin tahan  secara  
berdaya g u n a  dan  berhasil guna, se rta  m em beri 
k em u d ah an  pelayanan  kepada m asy arak a t sesua i dengan 
tingkat perkem bangan  dan  kem ajuan  pem bangunan .

Bagian K edua
S yara t-syara t P em ben tukan  D u su n  

Pasal 4
P em ben tukan  D usun  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 
3, h a ru s  m em enuhi syara t sebagai beriku t :
a. se tiap  D u su n  terdiri sek u rang -ku rangnya  2 (dua) RW, 

setiap  RW terdiri seku rang -ku rangnya  3 (tiga) RT dan  
setiap  RT terdiri paling sedikit 40 (em pat puluh) Kepala 
Keluarga;

b. fak tor kem am puan  keuangan  Desa;



a. adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat 
untuk membentuk Dusun; 

b. masyarakat mengajukan usul pemekaran Dusun 
kepada BPD dan Kepala Desa; 

Pasal 7 
(1) Mekanisme Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut 

Paragraf 3 
Mekanisme Pembentukan Dusun 

Pasal6 
(1) Dalam rangka Pembentukan Dusun, Kepala Desa 

memfasilitasi rapat RT dan RW yang terkait guna 
membahas pertimbangan syarat Pembentukan Dusun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara. 

Paragarf 2 
Perumusan U sulan Masyarakat 

Pasal 5 
(1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 

memperhatikan perkembangan penduduk, 
pertimbangan teknis Pemerintahan, dan pelayanan 
kepada masyarakat setempat. 

(2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan 
mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 
(dua) Dusun atau lebih. 

(3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 
dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 

Paragraf 1 
Alasan Pembentukan Dusun 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembentukan Dusun 

c. faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan 
perhubungan atau komunikasi antar warga masyarakat; 

d. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau 
secara berdaya guna dalam rangka pemberian 
pelayanan dan pembinaan masyarakat; 

e. kondisi sosial budaya dapat menjamin terbinanya 
kerukunan dalam kehidupan antar warga masyarakat; 

f. faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya 
prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, 
ekonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

c. fak tor le tak  yaitu  wilayah yang memiliki ja ringan  
p e rh u b u n g an  a ta u  kom unikasi a n ta r  w arga m asyarakat;

d. fak tor lu a s  w ilayah yaitu  lu as  w ilayah yang  terjangkau  
secara  berdaya guna  dalam  rangka  pem berian 
pelayanan  dan  pem binaan  m asyarakat;

e. kondisi sosial budaya d ap a t m enjam in  terb inanya 
k e ru k u n a n  dalam  keh idupan  a n ta r  w arga m asyarakat;

f. faktor p ra sa ra n a  dan  sa ra n a  ya itu  tersed ianya 
p ra sa ra n a  d an  sa ran a  pe rh u b u n g an , pem asaran , sosial, 
ekonom i d an  penyelenggaraan P em erin tahan  Desa.

Bagian Ketiga
T ata C ara P em ben tukan  D usun  

Paragraf 1
A lasan P em ben tukan  D u su n  

Pasal 5
(1) D u su n  d iben tuk  a ta s  p rak a rsa  m asy arak a t dengan

m em perha tikan  perkem bangan  penduduk ,
pertim bangan  tekn is P em erin tahan , d an  pelayanan  
k ep ad a  m asy arak a t setem pat.

(2) P em ben tukan  D usun  d ap a t d ilakukan  dengan 
m ekanism e pem ekaran  dari 1 (satu) D u su n  m enjadi 2 
(dua) D u su n  a ta u  lebih.

(3) P em ben tukan  D u su n  dengan m ekanism e pem ekaran  
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  a  d ap a t 
d ilakukan  setelah  D usun  in d u k  m encapai u s ia  
sek u rang -ku rangnya  5 (lima) tah u n .

Paragarf 2
P erum usan  U sulan  M asyarakat 

Pasal 6
(1) D alam  rangka  Pem ben tukan  D usun , Kepala Desa 

m em fasilitasi rap a t RT d an  RW yang te rk a it guna 
m em bahas pertim bangan  sy ara t P em ben tukan  D usun  
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 4.

(2) Hasil ra p a t sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 
d itu an g k an  dalam  Berita Acara.

Paragraf 3
M ekanism e P em ben tukan  D usun  

Pasal 7
(1) M ekanism e Pem ben tukan  D usun  adalah  sebagai beriku t

a. adanya  p rak a rsa  d an  k esep ak a tan  dari m asyaraka t 
u n tu k  m em bentuk  D usun;

b. m asy arak a t m engajukan  u su l pem ekaran  D usun  
kepada  BPD dan  Kepala Desa;



c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa, tokoh 
masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan Desa 
untuk membahas usul masyarakat tentang rencana 
Pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD 
tentang Rencana Pembentukan Dusun; 

d. Kepala Desa mengajukan permohonan Pembentukan 
Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan 
dilengkapi Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang 
Rencana Pembentukan Dusun, alasan 
dilakukannya pemekaran Dusun, luas wilayah dan 
batas Dusun, data mengenai nama Dusun, kekayaan 
yang dimiliki, jumlah penduduk, jumlah RT, jumlah 
RW, dan jumlah KK; 

e. setelah menerima permohonan se bagaimana 
dimaksud pada huruf d, Bupati menugaskan Tim 
pengkajian untuk melakukan pengkajian ke Dusun 
yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan 
pertimbangan kepada Bupati; 

f. apabila rekomendasi Tim Pengkajian menyatakan 
layak dibentuk Dusun baru, Bupati melalui Camat 
memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa 
tentang Pembentukan Dusun; 

g. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf f, Kepala Desa menyusun 
Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan 
Dusun dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas; 

h. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa 
tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud 
pada huruf g, mengadakan rapat bersama Kepala 
Desa dalam forum rapat paripurna BPD untuk 
melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan 
Desa tentang Pembentukan Dusun; 

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan 
Dusun yang telah disepakati bersama antara BPD 
dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD 
kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal kesepakatan; 

J. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, 
dituangkan dalam Berita Acara; 

k. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan 
Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib 
ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan 
Peraturan Desa dari Pimpinan BPD; 

1. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan 
Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada 
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
diundangkan; 

m. Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

c. BPD m engadakan  rap a t b e rsam a Kepala Desa, tokoh 
m asyarakat, se rta  lem baga k em asy arak a tan  D esa 
u n tu k  m em bahas u su l m asy arak a t ten ta n g  ren can a  
P em ben tukan  D usun , dan  k esep ak a tan  rap a t 
d itu an g k an  dalam  Berita A cara Hasil R apat BPD 
ten tan g  R encana Pem ben tukan  D usun;

d. Kepala D esa m engajukan  perm ohonan  Pem ben tukan  
D u su n  kepada  B upati m elalui C am at dengan 
dilengkapi Berita A cara Hasil R apat BPD ten tang  
R encana Pem ben tukan  D usun , a lasan  
d ilakukannya  pem ekaran  D usun , lu as  wilayah dan  
b a ta s  D usun , d a ta  m engenai n am a  D u su n , kekayaan 
yang dimiliki, ju m lah  penduduk , ju m lah  RT, ju m lah  
RW, d an  ju m lah  KK;

e. se te lah  m enerim a perm ohonan  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  h u ru f d, B upati m en u g ask an  Tim 
pengkajian  u n tu k  m elakukan  pengkajian  ke D usun  
yang ak an  d iben tuk , yang hasilnya  m enjadi b ah an  
pertim bangan  kepada Bupati;

f. apab ila  rekom endasi Tim Pengkajian m enyatakan  
layak d iben tuk  D usun  b aru , B upati m elalui C am at 
m em berikan  rekom endasi kepada  K epala Desa 
ten tan g  Pem ben tukan  D usun;

g. b e rd asa rk an  hasil rekom endasi sebagaim ana 
d im aksud  pada  h u ru f  f, Kepala D esa m enyusun  
R ancangan  P e ra tu ran  D esa ten tan g  Pem ben tukan  
D u su n  dan  d isam paikan  kepada  BPD u n tu k  d ibahas;

h. BPD setelah  m enerim a ran can g an  P e ra tu ran  D esa 
ten tan g  Pem ben tukan  D u su n  sebagaim ana  d im aksud  
pad a  h u ru f  g, m engadakan  ra p a t be rsam a  Kepala 
D esa dalam  forum  ra p a t p a rip u rn a  BPD u n tu k  
m elakukan  pem bahasan  a ta s  ran can g an  P era tu ran  
D esa ten tan g  P em bentukan  D usun;

i. R ancangan  P era tu ran  D esa ten tan g  Pem ben tukan  
D u su n  yang telah d isepakati b e rsam a a n ta ra  BPD 
d an  Kepala D esa d isam paikan  oleh Pim pinan BPD 
kepada  Kepala D esa u n tu k  d ite tapkan  m enjadi 
P e ra tu ran  D esa paling lam bat 7 (tujuh) h a ri te rh itung  
sejak  tanggal kesepakatan ;

j. K esepakatan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  i, 
d itu an g k an  dalam  Berita Acara;

k. R ancangan  P era tu ran  D esa ten tan g  Pem ben tukan  
D u su n  sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  i, wajib 
d ite tapkan  oleh Kepala D esa paling lam bat 15 (lima 
belas) ha ri te rh itung  sejak d iterim anya rancangan  
P e ra tu ran  D esa dari P im pinan BPD;

l. Kepala D esa m elalui C am at m enyam paikan  
P e ra tu ran  D esa ten tang  P em ben tukan  D u su n  kepada 
B upati paling lam bat 7 (tujuh) hari setelah 
d iundangkan ;

m. Tim Pengkajian sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  e 
d ite tapkan  dengan K epu tusan  Bupati.



Pasal 10 
Penghapusan Dusun bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya 
guna dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

Bagian Kesatu 
Tujuan Penghapusan Dusun 

BABY 
PENGHAPUSAN DUSUN 

(2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah 
Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing­ 
masing. 

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. 

(4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala 
Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan 
kepada Bupati melalui Camat. 

(5) Mekanisme Penggabungan Dusun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan 
Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7. 

Pasal 9 
(1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Dusun atau dalam 
perkembangannya tidak efektif dan efisien berdiri 
sebagai Dusun, dapat digabungkan dengan Dusun yang 
lain. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Penggabungan Dusun 

Pasal 8 
Penggabungan Dusun bertujuan untuk mengoptimalkan 
kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara efisien, 
berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan 
kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

Bagian Kesatu 
Tujuan Penggabungan Dusun 

BAB IV 
PENGGABUNGAN DUSUN 

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sedikitnya memuat : 
a. Nama Dusun; 
b. Peta Wilayah Dusun; 
c. Batas Dusun 

(2) P e ra tu ran  D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1), 
sedik itnya m em uat :
a. N am a D usun;
b. Peta W ilayah D usun;
c. B atas D usun

BAB IV
PENGGABUNGAN DUSUN 

Bagian K esatu
T ujuan  Penggabungan D usun  

Pasal 8
Penggabungan D usun  b e rtu ju an  u n tu k  m engoptim alkan 
k em am puan  penyelenggaraan P em erin tahan  secara  efisien, 
berdaya guna, dan  berhasil guna, se rta  m em berikan 
k em u d ah an  pelayanan  kepada m asy arak a t sesua i dengan 
tingkat perkem bangan  dan  kem ajuan  pem bangunan .

Bagian K edua
M ekanism e Penggabungan D usun  

Pasal 9
(1) D u su n  yang k a ren a  perkem bangan  k ead aan  tidak  lagi 

m em enuhi syara t sebagai D u su n  a ta u  dalam  
perkem bangannya tidak  efektif dan  efisien berdiri 
sebagai D usun , d ap a t d igabungkan  dengan  D u su n  yang 
lain.

(2) Penggabungan D usun  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat
(1), terleb ih  d ah u lu  d im usyaw arahkan  oleh Pem erintah 
D esa d an  BPD dengan u n s u r  m asy arak a t D u su n  m asing- 
m asing.

(3) Hasil m usyaw arah  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
d itu an g k an  dalam  Berita Acara M usyaw arah.

(4) B erita A cara M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (2) d isam paikan  oleh Kepala D usun  kepada Kepala 
Desa, yang se lan ju tnya  Kepala D esa m enyam paikan  
kepada  B upati m elalui Cam at.

(5) M ekanism e Penggabungan D usun  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) berlaku  k e ten tu an  
P em ben tukan  D usun  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 7.

BAB V
PENGHAPUSAN DUSUN

Bagian K esatu  
T u juan  P enghapusan  D usun

Pasal 10
P enghapusan  D usun  b e rtu ju an  u n tu k  m eningkatkan  
kem am puan  penyelenggaraan P em erin tahan  secara  berdaya 
g una  d an  berhasil guna, se rta  m em berikan  kem udahan  
pelayanan  kepada m asy arak a t se su a i dengan  tingkat 
perkem bangan  dan  kem ajuan  pem bangunan .



Pasal 13 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan penataan Dusun 

dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, letak 
geografis, dan kemampuan keuangan desa. 

(2) Dalam hal Kepala Dusun pada Dusun sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kosong, maka pengisian 
jabatan Kepala Dusun dilakukan setelah penataan 
Dusun selesai. 

(3) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun definitif, Kepala 
Desa dapat menunjuk perangkat desa sebagai 
Pelaksana Togas Kepala Dusun. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 
(1) Batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah 

Dusun yang lain, ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa batas alam dan/ atau batas buatan. 
(3) Tata cara penentuan batas wilayah Dusun diatur 

dalam Peraturan Desa. 

BAB VI 
BATAS WILAYAH 

Pasal 11 
(1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi 

memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, antara lain kehilangan wilayah 
karena bencana alam dilakukan Penghapusan Dusun. 

(2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah 
Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing­ 
masmg. 

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. 

(4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2,) disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala 
Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan 
kepada Bupati melalui Camat. 

(5) Mekanisme Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku ketentuan pembentukan Dusun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Penghapusan Dusun 

Bagian K edua
M ekanism e P enghapusan  D u su n  

Pasal 11
(1) D u su n  yang k a ren a  perkem bangan  k ead aan  tidak  lagi 

m em enuhi persyara tan  d an  k e ten tu an  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 4, a n ta ra  lain  keh ilangan  wilayah 
k a ren a  b en can a  alam  d ilakukan  P enghapusan  D usun .

(2) P enghapusan  D u su n  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 
(1), terlebih  d ah u lu  d im usyaw arahkan  oleh Pem erintah 
D esa d an  BPD dengan u n s u r  m asy arak a t D u su n  m asing- 
m asing.

(3) Hasil m usyaw arah  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
d itu an g k an  dalam  Berita A cara M usyaw arah.

(4) B erita A cara M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (2,) d isam paikan  oleh Kepala D usun  kepada  Kepala 
Desa, yang se lan ju tnya  Kepala D esa m enyam paikan  
kepada  B upati m elalui Cam at.

(5) M ekanism e P enghapusan  D u su n  sebagaim ana  d im aksud  
p ad a  aya t (1) berlaku  k e ten tu an  pem b en tu k an  D usun  
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 7.

BAB VI
BATAS WILAYAH 

Pasal 12
(1) B atas a n ta r  w ilayah D usun  yang sa tu  dengan  wilayah 

D u su n  yang lain, d ite tapkan  dengan  P e ra tu ran  Desa.
(2) B atas wilayah sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d a p a t be ru p a  b a ta s  alam  d a n / a ta u  b a ta s  b u a tan .
(3) T ata  ca ra  p en en tu an  b a ta s  wilayah D u su n  d ia tu r 

dalam  P era tu ran  Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13
(1) P em erin tah  D esa d ap a t m elakukan  p en a taan  D usun  

dengan  m em pertim bangkan kondisi w ilayah, letak 
geografis, d an  kem am puan  k euangan  desa.

(2) D alam  hal Kepala D usun  p ad a  D u su n  sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1) kosong, m ak a  pengisian 
ja b a ta n  Kepala D usun  d ilakukan  se te lah  p en a taan  
D u su n  selesai.

(3) Sebelum  d ite tapkan  Kepala D usun  definitif, Kepala 
D esa d ap a t m enun juk  perangkat desa  sebagai 
P e laksana  Tugas Kepala D usun .
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Pasal 15 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

Pasal 14 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun 
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 
Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
D engan berlakunya P era tu ran  B upati ini, m ak a  P era tu ran  
B upati K aranganyar Nomor 86 T ahun  2008 ten tang  
P em ben tukan , P enghapusan , dan  Penggabungan D usun  
(Berita D aerah K abupaten  K aranganyar T ahun  2008 
Nomor 86) d icabu t dan  d inyatakan  tidak  berlaku.

Pasal 15
P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal 
d iundangkan .
Agar se tiap  orang d ap at m engetahuinya, m em erin tahkan  
pengundangan  P e ra tu ran  B upati ini dengan 
penem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten 
K aranganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 
pada  tanggal 16 November 2017 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
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